
b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
mcrupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemcrintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam kebljakan umum APBD serta prioritas Plafon 
Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pcm~rintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2019; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tehtang Penyelenggara Negara yang Bcrsih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran 
Negara Republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ); 

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ; 

4. Undang - Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ; 

BUPATI BUTO!f TUOAB 
PROPIIISI SULAWESI TBlfOOARA 

PJCRATURAJ( DAER.AH KABUPATD' BUTOR TDOAH 
KOIIOR 14 TAHtJJI 2018 

TE!ITANO 

A!IOGARA!f PDDAPATAl'f DAN BELAIIJA DAER.AH KABUPATD BUTO!f TltllOAH TAHU1' A!IOOARAll 2019 

DEIIOA!f RAIDIAT TUBAN YAKO KAH.A BSA 
BUPATI BUTO!f TDOAB, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-undarig Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah sebagaimanatelah 
diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa Kcpala Daerah wajih mengajukan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persctujuan bersama, 
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/ 

ii ~ 
~ j . • 

,,. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikaaan F'engelc!aan clan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Le:nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ; 

6. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negsua Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

1. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerab ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 

9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara; 

.10 .. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang.'.'Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tah~ 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah t Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4576 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ; 



18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom~r 5219 ); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahnn 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 ); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakulan Rakyat 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomcr 2J Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural; 

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 _tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri I)alam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nom~r 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 5410); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stander Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negaran Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

( Lembaran Negara Republik 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengel~Je.an Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran r;~ga.a 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia. Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4593 ); 
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3.030.508. 789,00 
1.134.750.000,00 
7 .600.000.000,00 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

. Daerah sejumlah 
]tmsi Daerah sejumlah 

lfts.wiin Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah 

~ 
. '·'° fl Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bfuuf a terdiri dari jenis pendapatan : 

I Pua! 2 
terdiri dari : 

Rp. 11.765.258;789,00 
Rp. 494.474.338.000,00 
Rp. 114.102.796.611,00 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, 
1,,r.an Asli Daerah sejumlah 

·· :Per.i.mbangan sejumlah 
Lu.ifi Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah 

o,oo · Jlh Pelilbia::,au Anganm tahun Berkenaan 

24.550.000.000,00 1'etto 

~6.550.000.000,00 
2.000.000.000,00 

Rp. 
Rp. 

(24.550.000.000,00) 

'iflUtn dun Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut : 
· ernh Rp. 620.342.393.400,00 

Rp. 644.892.393.400,00 

Pua! 1 

. : l'JRATURAN DAERAH KABUPATEK BUTON TENGAH TBlfTANG AlfGGAR.Alf PBll1>APAT.AK DA!IJ BEJ.,A!IJA D.ABRAH KABUPATEII BUTOK 
':; T NOAH TAHUif ANGGARAB 2019 

•• DEWA.,. ?ERWAEILAN WLKYAT DABWI KABUPATU BUTOB TERGMI 
diul t ) 

BUPATI BUTOK '!'El'JGAH 



26.550.000.000,00 
2.000.000.000,00 

, Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud da1am pasal 1 terdiri dari: 
, Penerimaan sejumlah Rp. 

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 

Pual 4 

J! aja. Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri darijenis belanja: 
Behmja Pegawai sejum.lah Rp. 39.634.575.245,00 
Oelanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 136.975.935.658,00 

·• ~\, Belanja Modal sejumlah Rp. 174.598.900.601,00 
I 

. Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis belanja: 
B 1- njn Pegawai sejumlah Rp. 185.194.827.596,00 
UtilMja Hibah sejumlah Rp. 3.901.800.000,00 
Scluaja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 102.586.354.300,00 

·· "Bchmja Tidak Terduga sejum.lah Rp. / 2.000.000.000,00 

2~3.807. 981.896~00 
351.084.411.504,00 

6 Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 
"liµ'\ja. Tidak Langsung sejum.lah Rp. 

· · Mjfl. Langsung sejumlah Rp. 

Pual 3 

n Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
· h Sr,jumlah Rp. 17.059.058.303,00 

· 1i.1 lJngi Hasil Pajak dari Propinsi sejumlah Rp. 11.606.900.308,00 
u Ponyesuaian Dan Otonomi Khusus Rp. 85.436.838.000,00 
wan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah 
rnh Lainnva seiumlah Rp, 

• . .I: 
ir1h~11gnn_ ~~agaima.'la dimaksud pada ayat (1) ~urui !! terdiri darijenis ~ndapat:m: 
Hn,tl IIasil sejumlah .r:<.p. 20.157.51:. ... ooo,oo 
J\lo!utsi Umum sejumlah Rp. 376.530.191.000,00 
/\li,lumi Khusus sejum.lah Rp. 97.786.635.000,00 

v 



Pual 6 
t-i~hth lanjut Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagaimaria dim.aksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
· hk in dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
~J>lrun I Ringkasan APBD; 

· ..IUplran 11 Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
~- · rttan JU Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

· IJ:ll)it.an IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 
)onp.itM V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasanldan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 
:· Negara; 

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
Daftar Piutang Daerah; 

Pua! s 
· · t•ndnru1 darurat dan/ atau mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan 
r 11 nngan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

:.Dn darnrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi laiteria sebagai berikut; 
. ~- . Uknn merupakan kegi.atan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; 

~ ,J fol diharapkan terjadi secara berulang 
· i'@th.\ diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
;; · om.Uiki dampak yang signi6kao terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

'. !l Belania untuk keperluan mendesak sebegaimana dimaksud pada a,yat (1) mencakup : . 
·-ow-am dan kegiatan pelavanan dasar masvarakat yang a.nggarann_va belum tersedia dalam tahun anRl(81'an berialan; dan 

. k µ rluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dan m~arakat. 

unr- n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pcmbiayaan: 
l'W rltU.Ul Modal Pemerintah Rp. 2;000.000.000,00 

) 
. 1l Pernbiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa terdiri darjtmis pembiayaan: 
__ Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya { ! 
; 'Al :;,-;ju::nlah Rp. 26.SSO.o00.000,00 

vi 
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. Jl UOJSTRAS! PBRATURAB DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA : 

/ 

8S.KR.BTARI8 DAERAH 
IIPATD' i!{;i.• TBIIGAH, 

LAODB~ 

I 

Ditetapkan di Labungkari 
pada tanggal 26 Desember 2018 

BUPATll~u::DOll-'l'mll'G]IB:~ ......... 

rJ\h ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
·u ·11.ng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah. 
' 

Pual 8 

ti ' nguh menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan APBD. 

Pual 7 

YU 

I uftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; . ' 
Dnfrar Perkiraan Penambahan dan Perigurangan Aset; 
Orutnr Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lairmya; 1 . 
Onrtnr Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Ee ':.i:- 1:- .lesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; 
Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerab. 


